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Menimbang  : a bahwa dalarn rangka meningkatkan pelayanan kepada .
masyarakat dan Tertib Administrasi Kependudukan'sejalan. " o
dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, - g
perlu dilakukan penataan venyelenggaraan administrasi :
kependudukan secara terpadu, terarah terkoordmas}i"dan B
berkesmambungan ¢4
'b. bahwa berdasarken pertimbangan sébagaimana dimaksud - ‘%’
dalam huruf a-diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati R
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Do
di Kabupaten Luwu Utara ' :
Menginé,at 21 Undang-Undang Nomor , 13 Tahun 1999 .tentang-
Pembentukan Kabupaten Daerah Tlngkat I Luwu Utara .
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor o
47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor ) | 1
3826), , K
L . ?é‘!
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang oL
Pemevintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik - :
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Cor
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah o
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang:Undang B
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas o ‘
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang : 1| K
Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik ; ‘i:
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran. R P
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) L : NTEE B
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomeor 80, Tambahan
|.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tate Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI LUWU UTARA  TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
PENDUDUK DI KABUPATEN LUWU UTAKA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara:

2. Bupati adalah Bupa-éi Luwu Utara.



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 -
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang .
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan °
Pencatatan Sipil;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Admunistrasi Kependudukan
di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupater:
Luwn Utera Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  TENTANG
.- PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
PENDUDUK DI KABUPATEN LUWLI UTARA,

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalat: Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.

3. Kartu Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah kartu
yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin untuk
mendapatkan bantuan vang tunai dan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat
yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah kartu yang diberikan oleh
pemeriniah kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pengobatan gratis.



13. Izin Tinggal Terbatas adalak izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing
untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka
waktu yang terbatas sesual dengan ketentnan Peraturan- Perundang - .
undangan.

14. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing
untuk tinggal menetap di wilayal Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangar.

15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
dan daerah Kota.

16. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalak
kesatuan masyarakat hukwmn yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mnengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yeng diakui dan dihormati
dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW
atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang diventuk oleh masyarakat,
diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai -
nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan
dan kekeluargaan serta untul: membantu meningkatkan kelancaran tuges
pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.

BAB IT
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga
dan Kartu Tanda Penduduk

Pavagraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Pencluduk

Pasal 2

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berdomisili di dalam wilayah
Kabupaten Luwu Utara wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupater Luwu Utara melalui Kepala Desa/Lurah dan
Camat untuk dicatatkan biodatanya.
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Warga Negara indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang
Asing vang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang meiliki
Izin Tinggal Tetap yang masuk dalam wilayah Kubupaten Luwu Utara wajib
melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan
pernuktahiran database kependudukan,

Pasal 3

Pencatatan DBicdata Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana
dimaksud dalain Pasal 2 ayat (1) dilakukan setelah mernenuhi syarat berupa:
a. Surat pengantar dari RT dan RW.
b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain :
1. Kutipan Akta Kelahiran;
2 ljazah atau Surat Tanda Tarnat Belajar;
KK
KTp;
Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Nikah; atau
Kutipan Akta Perceraian.

KRNI Sl S

Pencatatan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari
Inar negeri karena pindah sebagairnana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)
dilakukan setelch memenuhi syarat berupa:

a. Paspor; atav

b. Dokumen Pengganti Paspor.

Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal

Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasﬂ ? ayat {2) dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa : ~

a. Paspor;
b. Kartu Izin Tinggal Terbatas, dan
c¢. Buku Pengawasan Orang Asing

Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki z.in Tinggal
Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah
mernenuhi syarat berupa :

a. TPaspor;

b. Kartu Izin Tinggal Tetap, dan

¢. Buku Pengawasan Orang Asing
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Pasal4

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyarstan sebagaimana
cdimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pencatatan Biodata Penduduk di désa/KeIurahan dilakukan dengan tata

cara:

a. penduduk mengisi dan menandatangani fornmilir biodata penduduk
Warga Negara Indonesia;

b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Per istiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting;

c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validaci data penduduk;
kepala Desa; Lurah manandatangani formulir biodata penduduk; dan

e. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada
Camat, '

B

Pencatatan Biodata Penduduk di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara :
petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
b camat menandatangani formulir biodata penduduk; dan

¢. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dasar untuk menerbitkan
dokumen biodata penducuk.

Penierbitan dokunen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Dinas

‘Kependudukan dan Catatan Sipil, dilakukan dengan tata cara:

a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata

penduduk serta merckam data ke dalam database kependudukan untuk
mendapatkan NIK;

b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan
menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan
mendapatkan NIK dengan Sistem Administrasi Kependudukan.

Pasal 5
Warga Negara Indonesia yang datang dari luar megeri karena pindah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya
membawa persyaratan secbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
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Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengun tata cara :

a. pendudnk mengisi Jdan menandatangani formulir biodata penduduk
Warga Negara [ndonesia;

b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

c. petugas registrasi menandatangani formulir bicdata penduduk dan
merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;

Kepala Dinas Keperdudukan «an Catatan Sipil menerbitkan dan

menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan
NIK dengan Sistern Administrast Kependudukan. ‘

Pasal 6

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang
meiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),

untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan: sebagaimana dimaksud
Jdalam Pasal 3 ayat (3) den ayat (4).

Pencatatan Biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cara :

a Orang Asing yang memiliki Jzin Tinggal Terbatas mengisi dan
menandatangani formuli biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;

b. Orang Asing yang wmemiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan
menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

Petugas registrasi menandatangand formulir biodata penduduk dan

merekam ke dalam database kependudukan untux mendapatkan NIK;

=S

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan
menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan
mendapatkan NiK dengan Sistem Administrasi Kependudukan. '

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Warga Negara
Indoresia yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib melaporkan kepada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk
dicatatkan perubahan biodatanya.
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Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan menggunakan :

a Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;

b. formulir perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia;

¢ formulir perubahan biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau

d. formulir perubahan biodata Orang Asing Tinggal Tetap.

Pencatatan Perubahan biodata Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/

Kelurahar, dilakukan dengan tata cara :

a. penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan
Data Kependuduksn dan Formulir Perubahan Biodata penduduk Warga
Negara Indonesia;

b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Hariant Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting;

petugas regisirasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;

kepala Desa/Lurah manandatangani formulic perubahan biodata

penduduk;dan

e. petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data

Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga
Negara Indonesia kepada Camat.

o

Pencalatan Perubahan biodata Penduduk Warga Negara Indonesia d1

Kecamatan dilakukan dengan tata cara :

a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan valicasi data penduduk;

b. Camat menandatangani formulic perubahan bicdata penduduk Warga
Negara Indonesia; dan

c. petugas registrasi menyarnpaikan formulir Perubahan Biodata Penduduk
Warga Negara Indonesia kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pencatatan Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dilakukan dengan tata cara melakukan
verifikasi dan validasi data penduduk serta imerekan data ke dalam database
kependudukan. |

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipll menerbitkan dan
menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.

Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan tata cara :



a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan
menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan
Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;

b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan
menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan -
Formulir Pernbahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi dafa penduduk; dan

d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang
Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukar,

B) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sivi! menerbitkan dan
menandatangani biodata Orang Asing yang telah dinbah.

Pasal 8

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
yang mengalami peristiwa penting diluar wilayah Republik Indonesia, waijib
dilaporkar. kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwe

Utara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik lndonesm
dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara,

. Paragraf 2
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 9

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten
Luwu Utara wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.

(2) Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap yang berada dalam wilayah
Kabupaten Luwu Utara wajib melaporkan susunan keluarganya kepada
Dinas Kependudukan dan Catatar: Sipil.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar
untuk penerbitan KK




PasallO\/

(1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) dan ayat (2) dilakuken setelal memenuhi syarat berupa :

b a. izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;

b. foto kopy afau menunjikkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta
Perkawinan; /

¢. foro kopy Kartu BLT atau Jamkesmas bagi masyarakat miskin,

d. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi
penduduk yarg pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; atau

e. Swurat Keterangan Datang daxi Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang
datang dari luar negeri karena pindah.

(2) Perubahan KK karena penambdahan anggota keluarga dalam KK bagi
L Penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. KK lama; dan

b, Kutipan Akta Kelahiran.
c. foto kopy Kartu BLT atau Jamkesmas bagi masyarakat miskin. 4

(3) Perubahan KK karena perambahan anggota keluarga untuk menumpang ke

daslam KK bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah
memenuthi syarat berupa

a. KKlama;

b. KK yang akan ditumpangj; /

¢. fotokopy Kartu BLT atau Jamkesmas bagi masyarakat miskin.,

d. Surat keterangan Pindah Datang bagi pendaduk yang pindah dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/ atau

e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia
yang datang dari luar negeri karena pindah.

{4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang
memiliki [zin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara
Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. KKlama atau KK yang ditumapang;
b. Faspor;
¢. lzin Tinggal Tetap; dan

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.

0
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() Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi
penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan setela.h memenuhi syarat berupa :

a. KKlama;

b. foto kopy Kartu BLT atau Jamkesmas bagi masyarakat miskin. /
c. Surat Keterangan Kematian; atan .
d. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagt

penduduk yang pmdah dalam wilyah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. ‘

) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana

dimaksud dalaw Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi
syarat berupa :

a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
b. KK yang rusak;
¢. foto kopy Kartu BLT atan Jamkesmas bagi masyarakat miskin. \/

d. foto kopy dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atan
e. dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Pasal 11

(I} Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) wajib melapor kepada Desa/Lurah dengan menyerahkan -
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

(2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagmmana
. dimaksud pada avat (1) dilakukan dengan tata cava :

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir perrcohonan KK;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harlan Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

d. Kepala Desa/Lurah manandatangard formuliv permohonan KIG dan

¢, Kepale Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskani berkas formulir
permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau
perubahan KX di Kecamatan.

{3} Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
a. Petugas melakukan veiifikasi dan validasi data pen dudul;
b. Camat menandatangani formulir permohonan KK; dan

11
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c¢. Peiugas menyampaikan formulir permohonan KX yang dilampiri dengan

kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil '

Penierbitan atau perubahan KK di Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, dilakukan dengan tata cara :
a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;

b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan
menandatangani KK

Pasal 12

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 9 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10,

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memproses penerbitan atau
perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata
cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

¢. Petugas menandatangani Formulir permohonan X¥; dan 4

d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.

Kepala Dinas Xependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan
menandatangani KK.

Paragyaf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 13 \/

Penerbitan KITP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan
setelah memenuhi svarat berupa :
a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudalh kawin atnu pernah kawin;
b. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurak;
¢. foto kopy :

1 XIS

2. Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin bagi pendudek yang belam berusia

17 (tujuh belas) tahury;
3. Kutipan Akta Kelahiran, dan
4. Kartu BLT atau Jamkesmas bagi Masyarakat iniskin. /

12



(3) Penerbitan KTP Karena. perpanjangan bagi penduduk Warga Negara

()

1)

@

Indonesiz atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan
setelah memenuhi syarat berupa :

a. foto kopy KK;

b. KTP lama;

c. foto kopy Kartu BLT atau Jamkesmas bagi masyarakat miskin; dan v

d. foto kopy Paspor dan Izin Tinggal Tetap, dan surat Keterangan Catatan
Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Penerbitan KIP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga

Negara Indopesia atau Crang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap,
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa

a. foto kopy KK;
b. KTPlama;

c. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting; dan

d. foto kopy Kartu BLT atau Jarnkesmas bagi masyarakat miskin. V4

Pasal 15

Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala

. Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sevbagaimana dimaksud

dalamPasal 13 ayat (1) dan Pase] 14,

Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan tata cara :

a. penduduk mengisi dan menandatangani formuliv permohonan KIP
Warga Negara Indonesia;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harjan Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting;

¢. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

d. Xepala Desa/ Lurah manandatangani formulir permohonan KTP; dan

Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KT7P kepada
penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.

o

Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e, dilakukan dengan tata cara:

a Petugas registrasi melakulan verifikasi dan valicasi data penduduk;

b. Camat menandatangani formulix permohonan KIP;

¢. Petugas menyampaikan formulir permohonan KT yang dilampiri
dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependuduka.n
can Catatan Sipil sebagai dasar penerbitan KTP.

14
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d. Surat Keterargan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang
datang dari Inar negeri karena pindah.

e. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 an dari penduduk yang bersangkutan
sebanyak 2 (dua) lembar dengan ketentuarn :

~ 1. Penduduk yang lahir pada tahun ganjl, latar belakang pas photo
berwarna merah; atau

2. Penduduk yang labir pada tahun genap, latar belakang pas photo
berwarne Liru,

3. Pas photo sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 diatas dengan
ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, .
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. teluh berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
b. foto kopy :

1. KK A
2. Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia
17 (tujuh belas) tahury;
3. Kutipan Akta Kelahiran;
4. Papor dan Izin Tinggal Tetap; dan
¢. Surat Keterangan Catfatan Kepolisian.

Pasal 14

Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara
Indonesia atau Orang Asing yang memilixi Izin Tinggal Tetap dilakukan
setelah mermenuhi syarat berupa :

a. Surat Keterangan kehilangan dan Kepolician atau KTP yang rusak;

b. Fotokopy KK;

¢. fotokopy Kartu BLT atau Jamkesmas bagj masyarakat miskir{; dan
¢l Paspor dan Jzin Tinggal Tetap bagi Orang Asing. ‘

Penerbitan KTP karena pindah datang bagi Warga Negara Indonesia atau

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilukukan setelah memenuhi

syarat berupa :

a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pincah Datang, dan

b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Waiga Negara Indonesia
yang datang dari Luar Negeri karena pindah,

13
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Penerbitan KIP di Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, dilakukan dengan tata cara :

a. Petugas ragistrasi melakukan perekaman data ke dalam database
Kependudukan;

b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

menerhbitkan  dan
menandatangani KTP.

Pasal 16

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas
Kependudukan dan Catatan OSipil dengan membawa persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14.

Dinas Kependudukan dun Catatan Sipil memproses penesbitan KIP Orang

Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Jengan tata cara :

a. Orang Asing memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani
formulir permohonan KIP Orang Asing;

. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database

kependudukan;dan

d Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan
menandatangani Kartu Tanda Penduduk Orang Asing.

Pasall?

Dalam bal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragrafl
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indunesia
Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara

Pasal 18

Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan pendudu Warga Negara
indonesia dalam wilayan Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan
rneraperhatikan Klasifikasi perpindahan penduduk;

15
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Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut :

dalam satu desa/keturahan;

antar desa atau kelurahan dalam satu satu kecamatan;

antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;

antar kabupaten atau kota delam satu provinsi; atau
antar provinst.

Pasal 19

Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia
dengan Kklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b,
huruf ¢, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa

surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan
Pindah

Gurat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selama 30 (tiga pulvh) hari kerja.

Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada * penduduk, KIP yang bersangkutan dicabut 'dan

dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), b&rlaku

sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 20

Penduduk Warga Negara Indonesia yang berada dalarn wilayah Kabupaten
Luwu Utara dan bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana
dimaksud dalam FPasal 18 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala

Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimara dimaksud dalam Pasal
9.

Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan

sebagaimana dimakeud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai
berlkut

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;

b. Petugas registvasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting;

¢ Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

16



_‘ d. Kepala Desa/ Lurah atus nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil menerbitken dan inanandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
dan

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk den Buku
-Mutasi Penduduk.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a digunakan sebagai dasar untuk :
a. proses perubahan KK bagi Kepala/anggota dalam KX yang tidak pindakh;
b. proses penerbiten KK den KTP dengen alamat kary; dan
¢. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 21

(I} Penduduk Warga Negara Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten
Luwu Utara dan bermaksud untuk pindah dengan klasifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kepala

Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19.

l {2) Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai
berikut: '

a. Penduduk mengjsi dan menandatangani formulir permohonan pindah;:

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting; '

. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

d. Kepala Desa/ Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Cataten
Sipil Kebupaten Luwu Utara menerbitkan dan inanandatangani. Surat
Keterangan Pindah Datang; dan

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku
Mutasi Penduduk; dan ‘

f Surat Keterangen Pindah sebagaimana dimaksud pada hwuf d
diserahkan kepada penduduk wuntuk dilaporkan kepada Kepala
Desa/Lurah tujuan.

(3) Surat Keterengan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d digunakan sebagai dasar untuk :
a. proses perubahan IKK bagi Kepala/ anggota dalam KK yand tidak pindaly;
dan
b. perekamen ke dalam database kependudukan.

17
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Pasal 22

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,

melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan
dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengen tata cara sebagai
berilcut :

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah

datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan

dan Peristiwa Penting;

c. Petugas registrast melakukan verifikasi dan validast cata penduduk; dan
Kepala Desa/ Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil menerbitkan dan manandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

b.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf
d, digunakan sebagai dasar untuk ;

a. proses perubahan KK dan KTP dengan alamat baru; dan

b. perekaman ke dalam dlatabase kependudukan,

Pasal 23

Penduduk Warga Negara Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten
Luwu Utara dan bermaksud untuk pindah dengan klasifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf ¢ melapor kepada Kepala

Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19,

Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :ata cara sebagai

berikut : '

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir perimoionan pindaby

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan vatidasi data penduduk;

¢. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting;

d Kepala Desa/ Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada
Surat Pengantar dari RT/RW;

e. Petugac registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku
Mutasi Penduduk; dan

18
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f. Kepala Desa/Lurah/Petages ‘registrasi meneruskan berkas formulir
permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat
Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.

8w e 5 B = 421 -

(3) Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Kecarnatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (Z) huruf £ dilakukan dengan tata caa sebagai berikut:
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
b. Camat dan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
menerbitkan dan menandataiigani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
Surat Keterangan Pindah scebagaimana dimaksud pada huruf b di
,_ serahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan. .

e e Lt

(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
digunakan sebagai dasar :
a. proses perubahan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
i ' b. perekaman ke dalarn database kependudukan.

Pasal24

{1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalara Pasal 23,
melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lusah tempat tujuan
§ dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia & Desa/Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai
berikut:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formuliv permohonan pindah
datang;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan
N dan Pevistiwa Penting;

¢. Petugas registrasi melakukar: verifikasi dan validasi data pendudui; dan
d. Kepala Desa/ Lurah menandatangani dan meneruskan formulir

permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud haruf a kepada
Camat,

(3) Pendaftaran Penduduk di Kecamatar sebagaimana dimaksud pada ayat 2
huruf e dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
b. Camat dan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang,
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Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b, digunakan sebagai dasat untuk :

a. proses perubahan KK dan KTP dengan alamat baru; dan

b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 25

Penduduk Warga Negara Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten
Luwu Utara dan bermaksud untuk pindah dengan klasifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pase] 18 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada

Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimanz. dimaksud dalam
Pasal 19.

Pendartaran Fenduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai

berikut: |

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting; |

¢. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

d. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantzr Pindah antar
Kabupaten/ Kota atau antar Provinsi; ‘

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku
Mutasi Penduduk; dan

f Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkes formulir
permohonan pindeh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat
Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada hurut d kepada Camat.

Pendaftaran Penduduk di- Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurat f dilakukan dengan tata cara sebagai berikut ;

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data pendudul;

b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah anar Kabupaten/Kota
atau antar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf £ dan

c. Petugas regisirasi menyampaikan formulir permohonan pindah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hauf f dan Surat Pengantar
Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dasar penerbitan Surat
Keterangan Pindah,

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan
menandatangani Surat Keteranpan Pindah serta menyerahkan képada
penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
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Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan

sebagai dasar :

a proses perubahan KK bagi kepala/ anggota keluarga dalam KK yang tidak
pindah; dan

b. perekaman ke dalem database kependudukan,

Pasal 26

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,

melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan
dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah. '

Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai
berikut:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah
datang;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Perisliwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

e. Kepala Desa/Lurah menandatangani dan ineneruskan formulir

permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada
Camat.

Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

‘A Petugas melakukan verifikasi dan validasi data pendudnk; dan

¢. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang dan
menyampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Cataten Sipil

Kabupaten Luwu Utara sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan
Pindah Datang, “

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menetbitkan  dan
menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
digunakan sebagai dasar untuk :

a. proses perubahan XK dan KTP dengan alamat barw; dan

b. perekaman ke dalam database kependudukan.
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Paragraf 2
Pendaftaran Pendurduk yang Bertransmigrasi

FPasal27

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi
meliputi:

Surat Pengantar RT /RW;

. KK,

KTP,
Kartu Selekst Calon Transmigrasi; dan

. Surat Pemberitahuvar: Pemberangkatan.

Pasal 28

Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dalam wilayah Kabupten Luwu
Utara dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
huruf b, huruf ¢, huref d, dan huruf e berlaku persyaratan-persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan fala cara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26
Peraturan Bupati ini. '

Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dibantu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing
Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara

Pasall 29

Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas din Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.

Klasitikasi perpindahan Orang Asing sebagaimara dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut :
a. dalam kabupaten/kota;

b. antar katvpaten atau kota dalam satu provinsi; atau
¢. anfar provinsi,




Pasal30

Pelaporan pendaftaran perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
KK
KTP untuk Orang Asing;
fotokopy Paspor dengan menunjukkan aslinya;
fotokopy Kartu Izin Tinggal Tetap;
menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
Surat Keterangan Catatan Kepolisian,

:-hfbp..PEJ"P’

Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memliki Izin
Tinggal Terbatas, dilakukan dengan memenuthi syarat berupa :

a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

b. fotokopy Paspor;

c. fotokopv Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian,

| Pasal 31

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang
memiiiki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yang
bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (2) huwruf 2, melapor kepada Kepala Dinas Kependuciukan dan Catatan
Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai

berikut:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan
Pindah Datang; '

b. Petupas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;

¢. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mene ndatanga'u Surat
Keterangan Pindah Datang;

d. Petugas merekam data dalam database Kependudukan; dan

e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang
kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal asal.

Surat Keterangan Pindzh Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf

c digunakan sebagai dasar :

a. Perubahan KK bagi Kepala/ anggota dalam KK yar g tidak pindah;

b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi
Orang Asing yang memdiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
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¢. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tatap.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara

menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala
Desa.

Pasal 32

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang
memiliki fzin Tinggal Tetap dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yang
bermnaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimar.a dimaksud dalam Pasal 29
ayat (2) huruf b dan huruf ¢, melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30.

Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengar tata cara sebagai

berikut :

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulit Surat Keterangan
Pindah Datang; ,

b. Petugas melakukan veritikasi dan validasi data penduduk;

c¢. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menandatangani Surat

Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk
dilaporkan ke daevah tujnan; dan

-d. Petugas merekam data dalam database kependuduken.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

¢ digrunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepali;anggota keluarga
yang tidak pindah.

Pasal-33

Orang Asing yang merniliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yang
bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pagal 29 ayat
(2) huruf b darn huruf ¢, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi
Pelaksana daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.

g Ve b i
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Bagian Kedua
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 34

Perpindahan Penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

a.

()

@

Penduduk Warga Negara Indonesia dalam wilayah Kaoupaten Luwu Utara

yang bermaksud pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1
(satu) tahun atau lebth berturut-turut;

Warga Negara Indonesia datang dariluar negeri karena pindah dan menetap -

dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;

Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas dalam
wilayah Kabupaten Liuwu Utara;

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau izin Tinggal Tetap
dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 35

Pendaftaran bagi PendudukWarga Negara Indonesia yang akan pindah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan setelah memenuhi
syarat berupa:

a. Surat Pengantar Pindah dari RT dan RW;

b. KX; dan

¢. XIP.

Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan setelah memenuhi
syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.

Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar negeri sébagaimana

dimeksud dalam Pasal 3¢ huruf c¢ dilakukan sefelah memenuhi syarat
berupa:

a. Paspor; dan
b. Izin Tinggal Terbatas,

Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3¢ huruf d dilakukan setelah memenuhi syarat

berupa :

a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan

b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memilki izin
tinggal terbatas.
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Pasal 36

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a melapor kepada Kepala
Desa/Lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1).

. () Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai
beriknt :

Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pengantar
Pindah ke Luar Negeri;

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harjan Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting;

Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
Kepala Desa/Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan
Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam
huruf a kepada Camat; dan

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku
Mutasi Penduduk.

. (3 Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
, huruf d, dilakukar. dengan tata cara :

Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat
dengan membubuhkan tandatangan;

- Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
Petugas merekam data ke dalam database kependudukan.

(4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas Kependudukan
" dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, dilakukan
dengan tata cara :

Penduduk menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari
Penduduk disertai persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf b dan huruf ¢ '

Perugas melakukan verifikasi dar: validasi data pendudalk;

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat
Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang
pindah dicabut oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil; dan
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f. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke

luar negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan
perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

Pasal 37

Warga Negara Lndonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, melapor kepada Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2).

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendaftaran
sebagaimana dircaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai
berikut:

a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani Formulir Surat
Keterangan Datang dari Luar Negeri;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting;

¢. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; :

d. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Lual
Negeri, KK dan KTP; dan

e. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, melaporkan kedatangannya kepada Camat,
Kepala Dsa/Lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat
Keterangan Datang dari Luar Negeri.

Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang
melaporkan kedatangannya sebgaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara
petugas registrasi mencatat. dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 33

Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagainana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf ¢, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
dengan rnembawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3}

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :

a. Orang Asing mengisi dan menandataﬂgam formuliz pendaftaran Ovang
Asmg Tinggal Terbatas;
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b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

¢. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan
menandatangani Surat Kelerangan Tempat Tinggal; dan

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyampaikan Data Pindah
Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan
kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas
registrasi mencatat dalam Bnku Harian Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 39

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status

menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil dengan membawa persyaratan

a. Paspor; ‘

b, Surat Keterangan Tempat Tinggal;

¢. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, .

Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan den Catatan Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan dengan tata cara:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Orang
Asing Tinggal Tetap;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;

¢. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan
menandatangani KK dan KIP Orang Asing; dan

d. Vetugas registrasi merekam data dalam database kesendudukan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyampaikar. deta pindah datang
Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan
kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas
registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting, Buku Indnk Penduduk, dan Bulu Mutasi Penduduk.
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| i | Pasal 40

(1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaiinana dimaksud dalam
Pasal 3¢ huruf d, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sioil
dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).

(2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan tata cara:

a.- Orang Asing mengisi dan menandatangani forimulir keterangan Pindah
ke Luar Negery;

b. Petugas melakuxan verifikasi dan validasi data;

c. Kepala Dinas Kependuduikan dan Catatan Sipil menyimpan KK dan KTP
‘Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing
yang akan pindah;

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan

L e. Petugas menyampaikan formulir 'Keterangan Pindah ke Luar Negeri

kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah tempat domisili,

: (3) Kepala Desa/Lurak melakukan pendaftaran Orang Asing yang telah pindah
; ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara
' petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 41

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi klasifikasi :
a. Penduduk Korban Bencana Alam;

| b. Penduduk Korban Bencana Sosial;
¢. OrangTerlantar; dan
-d. Komunitas Terpencil.

e s —

Pasal 42

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk bencana sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan hurut b, dilakukan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menyediakan :

a. Formulir pernyetaan kehilangan dokumen kependudukan;

b. Formulir pendataan; dan

. Dokurnen kependudukan yang tercatat dalamn data kependudukan Dinas
Keperdudukan dan Catatan Sipil;
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Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c
dan huruf d, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil denigan
menyediakan :

a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependuaukar;

b. Formulir pendataan.

Pendataan komunitas terpenicil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf

d, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan

menyediakan :

a. FPormulir Keterangan atau. pengakuan dari Kepala Suku/Adat setempat;
dan

b. Formulir pendataan.

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim
Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal43

Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana

sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan dengan tata

cara:

a. mendatangi penduduk ditempat penampungan sementara;

b. mengisi formulir perdataan untuk ditandatangani penduduk;

¢. melakukan verifikasi dan validasi;

d. mercatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil; dan

e. merabantu proses penerbitan Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas
clan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Tasal 42 ayat (2)
dilakukan dengan tata cara :

membuat data lokast orang terlantar;

mendatangt orang terlantar;

mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
melakukan verifikast dan validasi;

mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil; dan

f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.

® ep o

Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(3) dilakukan dengan tata cara :
a. mendatangi lokasi komunitas terpencil;
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b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;

¢. melakukan verifikasi dan validasi;

mencatat dan merekam data penduduk untuk dlsampalkan ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil; dan

e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.

2

Kepala Dinas Wependuduken dan Catatan Sipil menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat
Kete rangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, Surat
Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f

dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) humf e.

Surat Keterangan sebagaﬁnana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 4

Penduduk vyang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam
pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil atau. meminta bantuan kepada orang lain.

Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang
tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat {isik atau cacat mental.

Orang lein sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau
orang yang diberi kuasa.

Pasal 45

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
avat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam
Formulir dan Buku Penduduk

Yasaldo

Ketentuan lebih lanjut mengenéi formulir dan buku yang digunakan dalam
Pendaftaran Penduduk diatur dalam Keputusan Bupati Luwu Utara,
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BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk yang berlaku saat Peraturan
Bupati ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belum diganti sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk yang
ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan
Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pacla tanggal g5 wer 2009

BUPATI LUWU UTARA,
Fndiogs

H MLUT.[—IIé/ A MUTTY

~ Diundangkan di Masamba

pada tanggal 95 pet 2009
SEKRETARISDAERAHKABUPATEN LUWU UTARA,

/3%‘“::
Drs.H.A. CHAERUL PANGERANG
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMORZS....
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